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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum jalan tol Pekanbaru—Kandis—
Dumai dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak
atas tanah menolak bentuk dan besaran ganti rugi.Metode
penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil
penelitian ini dapat dijelaskan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjamin
kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak
adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan
tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan. Simpulan penelitian
ini, Pertama, pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan
tol Pekanbaru—Kandis—Dumai berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 belum terwujud sebagaimana yang
diharapkan khususnya mengenai kesepakatan bentuk dan
besarnya nilai ganti rugi. Kedua, mekanisme penyelesaian
hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan
besaran ganti rugi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012. Pada saat ganti kerugian sudah dititipkan di
Pengadilan Negeri sebagaimana kepemilikan atau hak atas
tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti
haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh negara.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan dan Kepe-
ntingan Umum

Abstract

The purpose of this study is to explain the implementation of land
acquisition for the public interest of the Pekanbaru-Kandis-Dumai
toll road and the mechanism of legal settlement when the land
rights owner rejects the form and amount of the indemnity. The
research method used is sociological law research. The results of
this study can be explained the procurement of land for
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development for public purposes aims to provide land for the
implementation of development while maintaining the legal
interests of the parties who are entitled. The entitled party is the
party who controls or has the object of land procurement required
for development. Conclusions of this research First, the
implementation of land acquisition for the construction of
Pekanbaru-Kandis-Dumai toll road based on Law No. 2 of 2012
has not materialized as expected especially regarding the
agreement of the form and the amount of compensation value.
Second, the mechanism of legal settlement when the land rights
owner rejects the form and amount of compensation based on
Law No. 2 Year 2012. At the time of compensation has been
deposited in the District Court as the ownership or right of the
land from the party entitled to be removed and evidence his
rights are declared invalid and his land becomes land directly

controlled by the state.\

Keywords:
Interest

Pendahuluan

Tanah mempunyal peranan
penting bagi manusia, sebagian be-
sar kehidupan manusia bergantung
pada tanah. Tanah dinhlai sebagai
suatu harta yang mempunyai sifat
permanen dapat dicadangkan untuk
kehidupan mendatang. Dewasa mi,
ketersediaan tanah negara yang
bebas atau tidak dimiliki/diduduki
orang atau pihak berkepentingan
semakin sangat terbatas.* Meskipun
semakin sangat terbatas, kebutu-
han tanah dalam konteks pemban-
gunan nasional tetap dilanjutkan
untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur. Karena se-
tiap pembangunan atau penyeleng-
garaan pembangunan fisik selalu

Land Procurement,

Development and Public

diperlukan tanah.? Dengan kata lain,
setiap kegiatan pembangunan baik
untuk kepentingan umum maupun
kepentingan swasta selalu membu-
tuhkan tanah sebagai wadah. Hal
ini tentu memerlukan proses pen-
gadaan tanah untuk kepentingan
umum atau pembangunan.
Kegiatan pengadaan tanah
sudah dikenal sejak zaman Hindia
Belanda dahulu melalui Onteigen-
ings Ordonnatie (Staatsblad 1920
Nomor 574). Sekarang, melalui Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pératuran Dasar Pokok-
pokok Agraria (Undang-Undang
Pokok Agraria disingkat UUPA) juga
memberikan landasan hukum pen-
gadaan tanah untuk kepentingan

'Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
Kebijakan Tanah, (Yogyakarta: Mitra, 2004), him. 208.
2Sugianto dan Leiliya, Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Volume

2, Nomor 1, Juni 2017, him. 25.
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umum, termasuk  kepentingan
bangsa dan negara serta kepentin-
gan bersama dan rakyat. Untuk ke-
pentingan tersebut mengharuskan
hak-hak atas tanah dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak
menurut cara yang diatur undang-
undang.

Hak atas tanah merupakan
hak penguasaan atas tanah yang
berisikan serangkaian wewenang,
kewajiban dan/atau larangan bagi
pemegang hak untuk berbuat sesu-
atu mengenai tanah yang dibebani
hak. Sesuatu yang boleh, wajib atau
dilarang untuk diperbuat, yang me-
rupakan isi hak penguasaan itulah
yang menjadi kriterium atau tolak
pembeda di antara hakh ak pengu-
asaan atas tanah yang diatur dalam
hukum tanah.®

Adanya hak menguasai dan
negara sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 1, bu-
mi, air dan ruang angkasa, terma-
suk kekayaan alam yang terkan-
dung didalamnya itu pada tingkatan
yang tertinggi dikuasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan selu-
ruh masyarakat”. Atas dasar keten-
tuan tersebut, negara berwenang
untuk menentukan hakh ak atas ta-
nah yang dapat dimiliki oleh dan
atau diberikan kepada perseoran-
gan dan badan hukum yang meme-
nuhi persyaratan yang ditentukan.
Kewenangan tersebut diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) UUPA yang me-
nyatakan “atas dasar hak mengua-

sai dan negara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut ta-
nah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyam oleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta ba-
dan-badan hukum”. Pada ayat (2)
dinyatakan “hak-hak atas tanah
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
mi memberikan wewenang untuk
mempergunakan tanah yang ber-
sangkutan, demikian pula tubuh
bumi dan air serta ruang yang ada
diatasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhu-
bungan dengan penatagunaan ta-
nah itu dalam batas-batas menurut
undang-undang mi dan peraturan-
peraturan hukum yang lebih tinggi”.

Berdasarkan bunyi pasal
tersebut maka negara menentukan
hak-hak atas tanah sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU-
PA, yaitu hak milik, hak guna usa-
ha, hak guna bangunan, hak pakai,
hak sewa, hak membuka tanah, hak
memungut hasH hutan, hak-hak lain
yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut di atas yang akan dite-
tapkan dengan undang-undang
senta hak-hak yang sifatnya semen-
tana sebagaimana disebut dalam
Pasal 53 UUPA.

Seseorang atau badan hu-
kum yang mempunyai suatu hak
atas tanah, oleh UUPA dibebani
kewajiban untuk mengerjakan atau
mengusahakan sendiri secara aktif
serta wajib pula memelihara terma-
suk menambah kesuburan dan

°Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya),Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan,

Edisi Revisi 2007), him. 35.
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mencegah kerusakan tanah terse-
but. Selain itu, UUPA juga meng-
hendaki supaya hak atas tanah
yang dipunyai oleh seseorang atau
badan hukum tidak boleh dipengu-
nakan semata-mata untuk kepen-
tingan pribadi dengan sewenang
wenang tanpa menghiraukan ke-
pentingan masyarakat umum. Den-
gan kata lain, semua hak atas tanah
tersebut harus mempunyal fungsi
sosial sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 UUPA yang menyatakan
bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.

Berkaitan dengan fungsi so-
sial itu, Abdurrahman menjelaskan
persoalan perolehan tanah kepu-
nyaan penduduk atau masyarakat
untuk pembangunan menjadi per-
soalan yang kontroversial. Keper-
luan tanah untuk pembangunan
mendesak, sedangkan persediaan
tanah terasa sulit. Usaha pengem-
bangan perkotaan baik berupa
pembangunan lokasi dipinggiran
maupun pemekarannya senantiasa
membutuhkan tanah. Jadi, hampir
semua pembangunan memerlukan
tanah sebagai sarananya.

Dalam konteks terkini, Peme-
rintah begitu gencar melakukan
pembangunan infrastruktur. Proyek
infrastruktur diarahkan cepat, mu-
dah, murah, dan tidak menimbulkan
konflik atau sengketa pertanahan.
Sementara, pemenuhan target ke-
tersediaan lahan untuk pembangu-

nan infrastruktur kadangkala meng-
hadapi hambatan. Jika lahan itu mi-
lik warga atau kelembagaan maka
cara penguasaan lahan dapat dila-
kukan melalul pembelian oleh pe-
merintah.*

Tetapi, tanah negara yang di-
kuasai langsung oleh negara terba-
tas atau dapat dikatakan hampir
tidak ada lagi. Menurut Soedharyo
Soimin, satu-satunya jalan, yaitu
dengan membebaskan tanah milik
rakyat, baik yang dikuasai oleh hu-
kum adat, maupun hak-hak lainnya
yang melekat diatasnya.” Pada
prinsipnya pengadaan tanah dilaku-
kan dengan cara musyawarah antar
pihak yang memerlukan tanah den-
gan pemegang hak atas tanah yang
tanahnya diperlukan untuk pem-
bangunan.® Caranya dengan pele-
pasan hak atas tanah dan pencabu-
tan hak atas tanah.

Pelepasan dan pencabutan
tersebut merupakan 2 (dua) cara
untuk memperoleh tanah hak, di
mana yang membutuhkan tanah
tidak memenuhi syarat sebagai pe-
megang hak atas tanah. Pelepasan
hak atas tanah adalah melepaskan
hubungan hukum antara pemegang
hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya, dengan memberikan
ganti rugi atas dasar musyawarah.
Pembebasan tanah adalah mele-
paskan hubungan hukum yang se-
mula diantara pemegang haklmen-
guasai tanah dengan cara member-

4Sudjarwo Marsoem at all, Ganti Untung pengadaan Tanah Memetakan Solusi Strategis
Pembanguan Infrastruktur di Indonesia,(Jakarta: Renebook, 2015), him. 20.
5Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), him. 75.

®Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,

(Jakarta: Kompas, 2008), him. 75.
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ikan ganti rugi. Pengadaan tanah
untuk kepentingan umum diseleng-
garakan melalui tahapan, perenca-
naan; persiapan; pelaksanaan; dan
penyerahan hasil. Pelaksanaan ta-
hapan pengadaan tanah tersebut
meliputi:

1. Inventarisasi dan identifi-
kasi penguasaan, pemili-
kan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah;

2. Penilaian ganti kerugian;

3. Musyawarah penetapan
ganti kerugian;

4. Pemberian ganti
gian; dan

5. Pelepasan tanah instansi.

Dalarn proses menentukan

besarnya nilai ganti kerugian atas
tanah  sepenuhnya  merupakan
tanggung jawab penilai publik. Hal
tersebut berdasarkan Pasal 63 ang-
ka (1) Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor 71 Ta-
hun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pangadaan Tanah Bagi Pemban-
gunan Untuk Kepentingan Umum
disebutkan bahwa “Penetapan be-
sarnya nilai ganti kerugian dilaku-
kan oleh Ketua Pelaksana Penga-
daan Tanah berdasarkan hasil peni-
laian jasa penilai atau penilai pub-
lik”. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3)
Perpres No. 71 Tahun 2012 nilai
ganti kerugian berdasarkan hasil
penilaian penilai sebagairnana di-
maksud pada ayat (2) menjadi da-
sar musyawarah penetapan ganti
kerugian.

Kebutuhan tanah untuk ke-

pentingan umum tidak jarang me-

keru-

nimbulkan permasalahan, seperti
tidak ada kesepakatan antara pemi-
lik tanah (pernegang hak) dengan
pernerintah atau pihak yang rnem-
butuhkan mengenai besaran ganti
rugi. Hal mi menjadi persoalan yang
paling kontroversial. Pada satu pi-
hak tuntutan pembangunan sudah
mendesak, sedangkan pada lain
pihak sebagian besar masyarakat
juga memerlukan tanah sebagai
tern pat pernukiman dan tempat
mata pencariannya.

Mengenat pelaksanaan ganti
rugi akan berbenturan dengan pe-
nerapan prinsip keadilan. Prinsip mi
seringkali dilanggar dan disimpang-
kan oleh pemerintah atau pihak
yang membutuhkan tanah. Pihak
pemilik tanah mempunyal pandan-
gan bahwa besaran ganti rugi cen-
derung tidak memberikan nhiai
keadilan dan kehidupan yang lebih
sejahtera.” Oleh karena itu, pelak-
sanaan ganti rugi menjadi kompo-
nen yang pahng sensitif dalam
proses pengadaan tanah. Negosiasi
mengenai bentuk dan besarnya
ganti kerugian seringkali menjadi
proses yang panjang dan berlarut-
larut. Hal mi karena tidak ada titik
temu yang disepakati para pihak.
Proses yang berlarut-larut tersebut
akan merugikan pembangunan itu
sendiri, sebagai contoh proyek jalan
tol Pekanbaru-KandisDumai Proyek
mi berjalan lambat disebabkan be-
lum selesainya pembebasan tanah
warga. Proyek ml merupakan ba-
gian dan pembangunan jalan tol
trans Sumatera di wilayah Provins,

’Sahnan, M. Yazid Fathonidan Musakir Salat, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal IUS, Volume Ill, Nomor 9, Desember

2015, him, 422-434.
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Riau. Padahal pengerjaan proyek di
wilayah mi ditargetkan paling lama
sudah dimulal pada 2017.

Jika dilihat dalarn konteks
yang lebih luas hal mi menjadi ma-
salah umum di Indonesia. Sening-
kali warga yang tanahnya térkena
pembangunan menolak bentuk dan
besaran ganti rugi bahkan menolak
untuk negosiasi dengan berbagai
alasan pribadi. Bila hal mi tidak di-
antisipasm maka akan mengganggu
jalannya pembangunan. Sementara
itu, hak atas tanah merupakan hal
yang penlu mendapat perhatian se-
cara semmbang oleh pemerintah.
Untuk mtulah maka penelitian mi
berupaya mendalami persoalan
pengadaan tanah bagi pembangu-
nan untuk kepentingan umum khu-
susnya terkait persoalan ganti rugi
serta mekanisme penyelesaian hu-
kum ketika ganti rugi ditolak oleh
pemilik hak atas tanah yang tanah-
nya akan dibebaskan pemerintah.

Penelitman sejenis pernah di-
teliti oleh penulis lain, tetapi subs-
tansinya berbeda dengan penelitian
mi. Penelitian Leonardo Siman-
gungson dengan judul Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum
(Tinjauan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten-
tang Pengadaan Tanah Bagi Pem-
bangunan  Untuk  Kepentingan
Umum. Dalam penelitiannya, men-
jelaskan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum harus memper-
hatikan keseimbangan antara ke-
pentingan pembangunan dan ke-
pentingan masyarakat. Tolak ukur

tercapamnya tidak harus dilihat dan
kemanfaatan pembangunan untuk
kepentingan umum itu bagi rakyat
dan tingkat pemerataan kemanfaa-
tannya serta penghormatan terha-
dap rakyat.®

Yanto Sufriadi meneliti ten-
tang penyebab sengketa penga-
daan tanah untuk kepentingan
umum (studi kasus sengketa pen-
gadaan tanah untuk kepentingan
umum di Bengkulu). Dalam peneli-
tiannya menjelaskan sengketa pen-
gadaan tanah untuk kepentingan
umum, disebabkan kanena: Perta-
ma, hukum pertanahan nasional
(UUPA) yang sentralistik, sehingga
mendesak keberadaan hukum adat
yang masih dilkuti oleh masyarakat.
Kedua, struktur hukum pelaksana
pengadaan tanah yang dikungkung
dengan pnosedun kerja yang kaku,
sehingga bersifat mekanis. Ketiga,
budaya hukum apanat pelaksana
pengadaan tanah terbelenggu oleh
tradisi benpikin positmvisme hukum,
yang memandang hukum sebatas
penaturan penundang-undangan
dan penintah yang berwenang yang
dipahami secara tekstual. Untuk
mencegah atau  meminimalisir
sengketa, maka ke depan penlu di-
lakukan perbaikan: Pertama, seca-
na substantif hukum pertanahan
nasional perlu membenikan penga-
kuan tenhadap hukum adat sebagai
hukum yang setara dengan peratu-
ran perundang-undangan. Kedua,
stnuktun hukum (lembaga) pelak-
sana pengadaan tanah tidak lagi

8_eonardo Simangungsong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Tinjauan
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Beraja Niti, Volume 2, Nomor 12, Tahun

2013, him. 10.
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dikekang secara kaku oleh keten-
tuan prosedural dan dibeni kelong-
garan untuk mengambil deskrisi da-
lam melaksanakan tugasnya. Keti-
ga, perlunya perubahan budaya hu-
kum internal pelaksana pengadaan
tanah dan budaya legal positivis
menuju budaya hukum yang pro-
gresif.’

Urip Santoso menuims ten-
tang penyelesaian sengketa dalam
pengadaan tanah untuk kepentin-
gan umum. Dalam penelitiannya
menjelaskan pengadaan tanah un-
tuk kepentingan umum dapat me-
nimbulkan sengketa, yaitu pihak
yang berhak menenima ganti keru-
gian tidak bersedia menyerahkan
tanahnya kepada instansi yang
memenlukan tanah. Sengketa da-
lam pengadaan tanah untuk kepen-
tingan umum ada yang bersifat
sengketa tata usaha negara dan
sengketa keperdataan. Sengketa
tata usaha negaranya adalah diter-
bitkannya  keputusan  gubernur
mengenai penetapan lokasi pem-
bangunan untuk kepentingan
umum, sedangkan sengketa keper-
dataannya adalah pihak yang ber-
hak tidak mensepakati bentuk
dan/atau besarnya ganti kerugian
yang ditetapkan oleh Lembaga Per-
tanahan (BPN RI) sebagai PPT.
Sengketa tata usaha negara dalam
pengadaan tanah untuk kepentin-
gan umum diselesaikan melalui gu-

®Yanto Sufriadi,

gatan oleh pihak yang berhak ke-
pada Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra setempat, sedangkan sengketa
keperdataan dalam pengadaan ta-
nah untuk kepentingan umum mela-
lui keberatan oleh pihak yang ber-
hak kepada Pengadilan Negeri se-
tempat. Pihak yang berhak yang
menolak putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara atau putusan Pen-
gadilan Negeri masih mempunyai
upaya untuk mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung RI. Putu-
san Mahkamah Agung Rl merupa-
kan putusan yang terakhir atau final
dan mengikat bagi para pihak yang
terkait dengan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, tidak ada
upaya Peninjauan Kembali (PK).*°

Widyarini LW. menulis ten-
tang kewenangan pemerintah dae-
rah dalam pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Penelitiannya
menjelaskan bahwa pengaturan di
bidang pengadaan tanah bagi pe-
laksanaan pembangunan untuk ke-
pentingan umum sifathya belum
dapat memuaskan banyak pihak,
sehingga perlu dikaji lagi secara
cermat untuk perlindungan hak
asasi manusia di bidang pertana-
han.**

Mukmin Zakie pernah me-
neliti tentang pengadaan tanah un-
tuk kepentingan umum (perbandin-
gan antara Malaysia dan Indonesia.

Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum(Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di Bengkulu),
Jurnal Hukum, Nomor 1, Volume 18 Januari2011, him. 61.
Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Jurnal Perspektif, Volume XXI, Nomor 3 Tahun 2016, Edisi September, him. 196.
11Widyarini .LW., Kewenangan Pemerintah Daerah DalamPengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Jurnal Hukum dan Dinamika
Masyarakat,Volume 4, Nomor2 April 2007, him. 147-148.
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Dalam penelitiannya menjelaskan di
Indonesia pengertian kepentingan
umum ml telah beberapa kali men-
galami perubahan konsep. Pada
awalnya kepentingan umum mi ter-
masuk juga proyek yang dibina oleh
swasta. Pada masa itu ramai pihak
swasta melakukan kesepakatan
dengan pemerintah untuk menda-
patkan tanah rakyat dengan harga
murah atas alasan pembangunan
proyek yang mereka lakukan adalah
untuk kepentingan umum. Oleh ka-
rena kerap mendapat protes dan
masyarakat maka pemerintah me-
lakukan beberapa perubahan ter-
hadap peraturan-peraturan terse-
but. Bagi Malaysia maksud dan tu-
juan kepentingan umum adalah
dengan melihat apakah maksud
atau tujuan itu untuk menyediakan
kepentingan-kepentingan umum
kepada masyarakat atau sebalik-
nya. Seperti halnya di Indonesia, di
Malaysia pun konsep kepentingan
umum mi mengalami perubahan.*?

Bila ditelaah penelitian ter-
dahulu tersebut jelas tidak ada kai-
tannya pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk ke-
pentingan umum jalan tol Pekanba-
ru—Kandis—Dumai. Oleh karena
itu, penelitian mi merupakan sesua-
tu yang baru atau berbeda dengan
penelitian terdahulu (novelty). Den-
gan demikian, penelitian mi penting
dilaksanakan karena akan membe-
rikan konstribusi yang berarti bagi
ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian mi peneliti
fokus pada penilaian ganti kerugian
dan musyawarah penetapan ganti
kerugian berkaitan tidak meneri-
manya pihak yang berhak menge-
nai besaran ganti rugi yang telah
ditetapkan oleh appraisal (penilai
publik) selaku lembaga indeenden
yang berwenang menetapkan besa-
ran ganti kerugian tanah, bangunan
dan tanaman.’® Adapun permasala-
han yang dibahas dalam penelitian
mi, Pertama, bagaimana pelaksa-
naan pengadaan tanah pembangu-
nan jalan tol Pekanbaru—Kandis—
Dumai. Kedua, bagaimana meka-
nisme penyelesaian hukum Kketika
pemilik hak atas tanah menolak
bentuk dan besaran ganti rugi. Hasil
yang diharapkan dan penelitian mi
menjelaskan tentang pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentin-
gan umum jalan tol Pekanbaru—
Kandis—Dumai. Selain itu, peneli-
tian ini diharapkan dapat dijadikan
pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya hukum administrasi ne-
gara bermanfaat Pemerintah dan
masyarakat berkaitan dengan pe-
laksanaan pengadaan tanah pem-
bangunan jalan tol.

Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penehtian ini hukum
sosiologis. Penelitian hukum
sosiologis menurut Badan Pe-
mbina Hukum Nasional (BPHN)
lebih diarahkan pada suatu

2Mukmin Zakie, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Perbandingan antara
Malaysia dan Indonesia), Jurnal Hukum,Nomor Edisi Khusus,Volume 18 Oktober 2011,

him.204-205.

Badrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), him. 45.
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penelitian yang membahas ten
tang berlakunya hukum positif
dan pengaruh berlakunya hu-
kum positif terhadap kehidupan
masyarakat serta pengaruh fak-
tor-faktor non hukum terhadap
terbentuknya ketentuan keten-
tuan hukum.

Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis
empiris, dengan maksud untuk
mengetahui penerapan peratu-
ran perundang-undangan di bi-
dang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentin-
gan umum khususnya penga-
daan tanah yang dijadikan jalan
tol Pekanbaru-Kandis-Dumat di
Provinsi Riau.

Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian mi
dikhususkan di wilayah hukum
Kabupaten Siak. Alasan penulis
menentukan lokasi mi karena
banyaknya masalah pelaksa-
naan bentuk dan besaran ganti
rugi tanah jalan tol Pekanbaru-
Kandis-Dumam.

Populasi dan sampel

a. Populasi
Populasi dalam penelitian
terdiri dan  Kementerian

PUPR dalam hal mi Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

jalan tol Pekanbaru-Kandis,
Kepala Badan Pertanahan
Kota Pekanbaru selaku Ke-
tua Pelaksana Pengadaan
Tanah (P2T)

trase jalan tol Pekanbaru
andis, Ketua dan Panitera
Pengadilan Negeri Pekanba-
ru, dan pihak yang berhak
atas tanah yang uang ganti
kerugiannya dititipkan di Pe-
negadilan Negeri Pekanba-
ru.

Sampel

Sampel yang diambil dalam
penelitian terdiri dan Kemen-
terian PUPR dalam hal mi
Pejabat Pembuata Komit-
men (PPK) jalan tol Pekan-
baru-Kandis, Kepala Badan
Pertanahan Kota Pekanbaru
selaku Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah (P2T)
trase jaPan toP Pekanbaru-
Kandis, Ketua Pengadilan
Negeri Pekanbaru, Panitera
dan pihak yang berhak atas
tanah yang uang ganti keru-
giannya dititipkan di Penga-
dilan Negeri Pekanbaru.
Gambaran populasi dan
sampel dalam penelitian mi
dapat dilihat pada tabel beri-
kut:

Populasi dan Sampel

Tabel

No Responden
Pejabat Pembuat Komitmen
1. (PPK) selaku perwakilan

Kementerian PUPR

Kepala Kantor BPN Kabupaten

Siak

Ketua Pengadilan Negeri Siak
Negeri

Panitera Pengadilan
Siak

Populas SampelPersentase (%)

1

1 100
1 100
1 100
1 100
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c. Sumber data

Sumber data dalam pe-

nelitian mi sumber data

primer yang dapat dibe-
dakan menjadi 3 (tiga)
macam:

1) Data primer, yaltu da-
ta yang diperoleh
langsung dan lapan-
gan melalul wawan-
cara yang akan pe-
nulis lakukan kepada
responden, yaitu
PPK, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupa-
ten Siak, Ketua Pen-
gadilan Negeri Siak
atau Panitera Pen-
gadilan Negeri Siak.

2) Data sekunder, yaitu
data yang diperoleh
dan kepustakaan
yang bersifat mendu-
kung data primer,
balk buku-buku, lite-
ratur dan peraturan
perundang-undangan
yang berkaitan lang-
sung dengan peneli-
tian mi.

3) Data tertier, yaitu da-
ta yang diperoleh
melalui kamus, ensi-
kiopedia, dan seje-
nisnya yang berfung-
si untuk mendukung
data primer dan se-
kunder.

d. Teknik pengumpulan

data

Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan
mengumpulkan data se-
cara menyeluruh baik
dad segi kuantitatif mau-
pun dad segi kualitatif.

Penelitan ml dilakukan
terhadap objek yang
berkaitan langsung den-
gan pokok permasala-
han agar penelitian
memperoleh data secara
benar, obyektif, dan aku-
rat. Wawancara dilaku-
kan oleh peneliti sendiri
selaku pihak pewawan-
cara (interviewer) den-
gan mengajukan perta-
nyaan langsung kepada
pihak yang diwawancarai
untuk mendapatkan ja-
waban atas permasala-
han yang diteliti. Metode
interviewer mi dilakukan
langsung oleh peneliti,
yaitu menjumpai sampel
penelitian untuk menda-
patkan data yang murni,
obyektif, dan akurat.

. Analisis data

Data yang telah di-
kumpulkan melalui teknik
wawancara diolah den-
gan cara mengelompok-
kan dan mémilah data
yang didapat disajikan
dalam bentuk uraian ka-
limat atau narasi yang je-
las dan rinci. Data ke-
pustakaan diinventaris
sesuai kebutuhan refe-
rensi berupa teori atau
penjelasan normatif di-
deskripsikan dalam ben-
tuk narasi. Langkah se-
lanjutnya penulis mela-
kukan interpretasi data,
menghubungkan satu
data dengan data yang
lainnya. Kemudian penu-
lis menghubungkan den-
gan teori-teori dan keten-
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tuan hukum yang berkai-
tan dengan permasala-
han. Teknik pengambilan
kesimpulan dilakukan
dengan cara induktif, yai-
tu metode penarikan ke-
simpulan dan ketentuan
yang bersifat khusus ke
yang besifat umum, yaitu
dan kenyataan-kenyata-
an yang ada dengan teo-
ri-teori yang ada.

Pembahasan
1. Pelaksanaan Pengadaan Ta-
nah Pembangunan Jalan Tol
Pekanbaru—Kandis—Dumai
Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2012 tentang Pengadaan Ta-
nah Bagi Pembangunan Untuk Ke-
pentingan Umum mengatur bahwa
musyawarah dilaksanakan dalam
dua tahap. Tahap pertama, konsul-
tasi publik yang diatur dalam keten-
tuan Pasal 19 sampai dengan Pasal
21. Konsultasi publik dilakukan un-
tuk memperoleh kesepakatan lokasi
rencana pembangunan. Pelaksa-
naannya dibatasi dalam jangka
waktu 90 han. Tahap kedua, mu-
syawarah penetapan ganti rugi
yang diatur dalam ketentuan Pasal
37 sampai dengan Pasal 39. Mu-
syawarah tersebut dilaksanakari
aritara BPN selaku Pelaksaria Pen-
gadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pe-
kanbaru-Kandis dengan pihak yang
berhak paling lama 30 han sejak
hasil penilaian dan penilai disam-
paikan kepada BPN/P2T.
Pembenlakuan Undang-Unda-
ng Nomor 2 Tahun 2012 dalam pe-

rolehan tanah untuk kepentingan
umum menggunakan asas lex post-
eriori de rogat legi priori, yaitu un-
dang-undang yang baru meniada-
kan atau mengesampingkan un-
dang-undang yang ama dalam hal
mengatur mateni yang sama.* Ber-
dasarkan asas mi, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 meniadakan
atau mengesampingkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 se-
bagai dasar hukum perolehan tanah
untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah dalam Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nom-
mor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1
angka 2 Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 merupakan kegiatan
menyediakan tanah dengan mem-
beri ganti kerugian yang layak dan
adit kepada pihak yang berhak. Un-
suru nsur dalam pengentian penga-
daan tanah, yaltu kegiatan menye-
diakan tanah, ganti kerugian yang
layak dan adil, dan pihak yang ber-
hak.

Pihak yang memerlukan tanah
dalam pengadaan tanah untuk ke-
pentingan umum adalah instansi.
Adapun yang termasuk instansi
menunut Pasal | angka 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 junc-
to Pasal 1 angka | Peraturan Presi-
den Nomor 71 Tahun 2012 adalah
Lembaga Negara, Kementerian,
Lembaga Pemenintah Non Kemen-
tenian, Pemerintah Provinsi, Peme-
nintah Kabupaten/Kota, dan Badan
Hukum Milik Negara/Badan Usaha
Milik Negara yang mendapat penu-
gasan khusus Pemenintah. Badan
Otorita, Badan Usaha Milik Daerah,

“Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam.. . Loc.Cit.
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dan Penseroan Terbatas (PT) yang
memenlukan tanah tidak dapat
mempergunakan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 juncto Peratu-
ran Presiden Nomor 71 Tahun 2012
sebagal dasar hukum dalam pero-
lehan tanahnya.

Persoalan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentin-
gan umum hanyalah berakar pada
pengalokasian anggaran untuk
pembayaran ganti kerugian kepada
subyek eks pemegang hak atas ta-
nah sebagaimana diatur dalam Pe-
raturan Menteri Keuangan Nomor
58/PMK.02/2008. Tidak pernah ter-
pikirkan bagaimana implikasi sosial-
ekonomi-budaya perubahan hidup
eks pemegang hak atas tanah se-
sudah tanahnya diambil oleh peme-
rintah.
Sebagaimana telah disinggung pe-
laksanaan Undang-undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk ke-
pentingan umum jalan tol Pekanba-
ru-Kandis-Dumai terhambat dis-
ebabkan proses ganti rugi penga-
daan tanah. Negosiasi mengenal
bentuk dan besarnya nilai ganti ke-
rugian berlarut-larut akibat tidak
adanya titik temu yang disepakati
oleh para pihak.

Prinsip-prinsip kepentingan
umum dalam Undang-Undang No-
mor 12 Tahun 2012 tentang
Pengadaaan Tanah Bagi Pemban-
gunan Untuk Kepentingan Umum
dan Perpres Nomor 71 Tahun
2012 perlu dianalisis berdasarkan
rasa keadilan masyarakat dan pe-
nentuan besarnya ganti rugi. Prin-
sip-prinsip perolehan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan
umum harus meliputi:

a. kepastian atas terseleng-
garanya proses pemban-
gunan untuk kepentingan
umum bukan untuk swasta
atau bisnis.

b. keterbukaan publik dalam
proses pembangunan un-
tuk kepentingan umum.

c. penghormatan hak atas ta-
nah.

d. keadilan bagi yang menye-
rahkan atau melepaskan
hak atas tanah bagi kepen-
tingan umum.

Proses musyawarah dalam
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ti-
dak memberikan rasa keadilan un-
tuk menentukan besar dan bentuk
ganti rugi kepada pemegang hak
atas tanah yang tanahnya dibe-
baskan untuk kepentingan umum.
Penerapan asas musyawarah untuk
menentukan besar dan bentuk ganti
rugi para pihak tidak berada dalam
posisi seimbang. Pemegang hak
atas tanah diposisikan sebagai pi-
hak yang lemah, sedangkan peme-
rintah berada dalam posisi yang
kuat. Hal itu, dapat dibuktikan den-
gan kecilnya kesempatan peme-
gang hak atas tanah untuk menya-
takan kehendaknya dalam menen-
tukan ganti rugi.

Berdasarkan hasil wawancara
langsung peneliti dengan Bapak
Jimmy Sianipar, S.T., MSM. setaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) menje-
laskan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum mengatur bah-
wa musyawarah dilaksanakan da-
lam dua tahap, yaitu Pertama ada-
lah konsultasi publik yang diatur da-
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lam ketentuan Pasal 19 sampai
dengan Pasal 21. Konsultasi publik
dilakukan untuk memperoleh kese-
pakatan lokasi rencana pembangu-
nan untuk kepentingan umum. Pe-
laksanaannya dibatasi dalam jang-
ka waktu 90 han. Hal mi dilakukan
sebagai dasar untuk tahap kedua.
Kedua, adalah musyawarah pene-
tapan ganti rugi yang diatur dalam
ketentuan Pasal 37 sampai dengan
Pasal 39. Musyawarah tersebut di-
laksanakan antara Badan Pertana-
han Nasional (BPN) Kabupaten
Siak selaku Pelaksana Pengadaan
Tanah (P2T) jalan tol Pekanbaru-
Kandis dengan pihak yang berhak
paling lama 30 han sejak hasil peni-
laian dan penilai disampaikan ke-
pada BPNIP2T.

Pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian (UGK) objek pengadaan
tanah jalan tol PekanbaruK andis
diberikan langsung kepada pihak
yang berhak menerima ganti keru-
gian. Ganti kerugian diberikan ke-
pada pihak yang berhak berdasar-
kan hasil penilaian dan apprais-
al/lKJPP yang ditetapkan dalam mu-
syawarah dan/atau putusan Penga-
dilan Negeri/Mahkamah Agung. Pa-
da saat pemberian ganti kerugian
pihak yang berhak menerima ganti
kerugian wajib: melakukan pelepa-
san hak dan menyerahkan bukti
penguasaan atau kepemilikan objek
pengadaan tanah kepada instansi
yang memerlukan tanah melalui
lembaga Pertanahan.

Bukti yang dimaksud merupa-
kan satu-satunya alat bukti yang

sah menurut hukum dan tidak dapat
diganggu gugat dikemudian han.
Pihak yang berhak menerima ganti
kerugian bertanggung jawab atas
kebenaran dan keabsahan bukti
penguasaan atau kepemilikan yang
diserahkan.Tuntutan pihak lain atas
objek pengadaan tanah yang telah
diserahkan kepada instansi yang
memerlukan tanah menjadi tang-
gung jawab pihak yang berhak me-
nerima ganti kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak H. Martony SM,
S.H., M.Si Kepala Kantor BPN Ka-
bupaten Siak selaku Ketua Pelak-
sanaan Pengadaan Tanah (P2T)
Jatan Tol Pekanbaru-Kandis men-
gatakan “Dalam hal pihak yang ber-
hak menolak bentuk dan/atau be-
sarnya ganti kerugian berdasarkan
hasil musyawarah atau putusan
Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung, ganti kerugian dititipkan di
Pengadilan Negeri setempat” mi
merupakan perintah Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten-
tang Pengadaan Tanah Bagi Pem-
bangunan Untuk  Kepentingan
Umum. Penitipan ganti kerugian di
Pengadilan Negeri juga dapat dila-
kukan terhadap:*®

a. Pihak yang berhak mene-

rima ganti kerugian tidak
diketahui keberadaannya,
atau;

b. Objek pengadaan tanah

yang akan diberikan ganti
kerugian:

15WawancaradenganKepala Kantor BPN Kabupaten Siak Bapak H. Martony SM,
S.H., M.Si selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Pekanbaru-

Kandispadatanggal 20 Juni 2017.
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1) Sedang menjadi objek
perkara di pengadilan;

2) Masih dipersengketa-
kan kepemilikannya;

3) Diletakkan sita oleh
pejabat yang berwe-
nang, atau

4) Menjadi
bank.

Bentuk ganti kerugian yang
dapat dititipkan di Pengadilan beru-
pa uang dalam mata uang rupiah.
Permohonan penitipan ganti keru-
gian diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia oleh pemohon
atau kuasanya. Setelah pelaksa-
naan pemberian ganti kerugian dan
pelepasan hak dilaksanakan atau
pemberian ganti kerugian sudah
dititipkan di Pengadilan Negeri, ke-
pemilikan atau hak atas tanah dan
pihak yang berhak menjadi hapus
dan alat bukti haknya dinyatakan
tidak berlaku dan tanahnya menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh
negara.

Dalam konteks sosial se-
sungguhnya prosedur atau meka-
nisme merupakan sebuah kontrak
sosial yang merupakan kesepaha-
man antara regulator dengan rakyat
mengenai urut-urutan kegiatan yang
harus ditempuh dalam suatu kegia-
tan. Dalam penyusunan prosedur
harus bersifat jelas (tidak multitaf-
sir), sederhana dan mudah dilaksa-
nakan (tidak birokratik), bertujuan
jelas, mengedepankan kemaslaha-
tan masyarakat daripada kepentin-
gan regulator.

Implikasi yang timbul, harus
dicermati dan sekian variabel dan
proses panjang prosedur dan ekse-
kusinya. Berbicara hukum tidak
hanya terbatas pada apa yang ter-
tuang dalam teks, seperti hukum

jaminan  di

alam atau matematis segala sesua-
tu terkuantifikasi. Dalam penafsiran
bukan menggunakan logika peratu-
ran semata, melainkan kenyataan
yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan
(policy) maka suatu kebijakan yang
diambil pada tataran, nasional, re-
gional, lokal dalam pengadaan ta-
nah untuk kepentingan pembangu-
nan wajib mempertimbangkan pro-
duk hukum apa yang akan dihasil-
kan. Artinya, bagaimana wujud
pengkaidahan kebijakan yang akan
dibuat, kemana hukum hendak di-
arahkan, variabel apa yang secara
signifikan dapat mengubah hukum
yang diberlakukan. Bagaimana im-
plikasi kebijakan dapat dikatakan
sebagai kebijakan yang tidak im-
plementatif, otoriter, tidak realistik,
terlepas dan nilai-nilai keadilan dan
etika berbangsa dan bernegara
(principle of good governence).

Salah satu permasalahan
muncul sebagai akibat dan penga-
daan tanah bagi pembangunan un-
tuk kepentingan umum adalah ter-
hadap petani yang kehilangan ta-
nahnya harus berubah menjadi non
petani, buruh tani, buruh pabrik, pe-
narik becak, buruh bangunan yang
sebelumnya tidak pernah ter-
bayangkan. Apakah sengaja atau
tidak mengabaikan kalkulasi keru-
gian akibat pengadaan tanah terha-
dap perubahan tata guna lahan
yang semula sawah beririgasi teknis
yang dulu dibiayai dengan utang
luar negeri menjadi peruntukan lain,
misalnya bendungan pengairan,
prasarana/sarana jaringan transpor-
tasi darat. Berapa biaya yang harus
dikeluarkan pemerintah untuk mela-
kukan perubahan peta tata ruang
nasional/  provinsi/kabupaten/kota
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sebagai akibat dan pengadaan ta-

nah atau sebaliknya.

2. Mekanisme Penyelesaian
Hukum Ketika Pemilik Hak
Atas Tanah Menolak Bentuk
dan Besaran Ganti Rugi
Pengadaan tanah untuk kepen-

tingan umum bertujuan menyedia-

kan tanah bagi pelaksanaan pem-
bangunan guna meningkatkan ke-
sejahteraan dan kemakmuran bagi
masyarakat bangsa, dan negara
dengan tetap menjamin kepentin-
gan hukum pihak yang berhak. Sia-
pakah pihak yang berhak itu? Pasal

| ayat (3) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden

71 Tahun 2012 Pasal 17. Pihak

yang berhak adalah pihak yang

menguasai atau memiliki objek
pengadaan tanah yang dibutuhkan
bagi pembangunan untuk kepentin-
gan umum yang meliputi:

a. pemegang hak atas tanah;

b. pemegang pengelolaan;

c. nadzir untuk tanah wakaf;

d. pemilik tanah bekas mihk
adat;

masyarakat hukum adat;

pihak yang menguasai ta-

riah negara dengan itikad
baik;

g. pemegang dasar pengua-
saan atas tanah; dan/atau

h. pemilk bangunan, tana-
man, atau benda lain yang
berkaitan dengan tanah.

0]

Dalam hal pihak yang ber-
hak menolak bentuk dan/atau be-
sarnya ganti kerugian berdasarkan
musyawarah penetapan ganti keru-
gian tetapi tidak mengajukan kebe-
ratan ke pengadilan negeri atau
menolak ganti kerugian berdasar-
kan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap,
ganti kerugian dapat diambil di ke-
paniteraan Pengadilan dalam waktu
yang dikehendaki oleh pihak yang
berhak disertai dengan surat pen-
gantar dan Ketua Pelaksana Pen-
gadaan Tanah dan atau apabila tu-
gas P2T telah berakhir maka Surat
Pengantar dan Kepala BPN setem-
pat.

Apabila pihak yang berhak
menerima ganti kerugian tidak dike-
tahui keberadaannya, pelaksana
pengadaan tanah menyampaikan
pemberitahuan mengenai ketidak-
beradaaan pihak yang berhak seca-
ra tertulis kepada camat dan lu-
rah/kepala desa atau nama lainnya.
Dalam hal pihak yang berhak telah
diketahui keberadaannya, pihak
yang berhak mengajukan permoho-
nan kepada Pengadilan untuk men-
gambil ganti kerugian disertai den-
gan surat pengantar dan Ketua Pe-
laksana Pengadaan Tanah.

Berdasarkan hasil wawanca-
ra dengan Bapak Abdul Kadir, S.H.,
M.H. selaku Ketua Pengadilan Ne-
geri Siak dan Bapak Urusan
Rambe, S.H. selaku Panitera Pen-
gadilan Negeri Siak mereka menga-
takan telah menerima permohonan
penitipan/konsinyasi uang ganti ke-
rugian tanah masyarakat yang tidak
setuju besaran nilai ganti kerugian-
nya. Selain itu, uang ganti kerugian
yang tidak diketahui keberadaan
perniliknya juga telah selesai proses
penitipannya. Uang ganti kerugian
itu dititipkan melalui rekening Pen-
gadilan Negeri Siak sesuai jumlah
yang dimohonkan sebanyak 5
orang. Adapun 5 orang tersebut ada
1 orang tidak diketahui keberadaan
pemiliknya. Untuk itu, sudah 2 kali
dipublikasikan/diumumkan di Koran
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Riau Pos dan ditempelkan pada
papan pengumuman Kantor Bupati
Siak. Pada saat permohonan konsi-
nyasi/penitipan diterima maka per-
mohonan itu terlebih dahulu diteliti
kelengkapannya disertai alat bukti
yang diajukan oleh pemohon, yaitu
Kementerian PUPR yang diwakili
oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).%

Setelah berkas diteliti dinya-
takan lengkap sesuai dengan Pera-
turan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2016, baru dikeluarkan pe-
netapan perintah kepada Juru Sita
atau Juru Sita Pengganti didampingi
2 (dua) orang saksi untuk mena-
warkan lagi kepada pihak yang ber-
hak apakah setuju atau tetap meno-
lak besaran nilai ganti kerugian
yang akan dititipkan di Pengadilan.
Apabila pihak yang berhak setuju
maka dituangkan dalam berita aca-
ra dan ditandatangani oleh pihak

yang berhak dan 2 orang sak-
si.Kemudian langsung dapat di-
bayarkan uang ganti kerugiannya
dengan syarat ada surat pengatar
dan Kepala Kantor Badan Pertana-
han Nasional (BPN) selaku Ketua
Pelaksana  Pengadaan  Tanah
(P2T). Apabila pihak yang berhak
tetap tidak setuju, akan dipanggil
secara patut untuk pelaksanaan
persidangan konsinyasi yang terbu-
ka untuk umum. Selanjutnya dikelu-
arkan penetapan penitipan sesuai
dengan besaran nilai ganti kerugian
yang dimohonkan oleh pemohon
konsinyasi. Setelah dikeluarkan pe-
netapan penitipan lalu berita acara
penitipan ditandangani dan disaksi-
kan 2 orang saksi dan pegawai
pengadilan.'’

Untuk lebih jelasnya kea-
daan pihak yang berhak menolak
besaran nilai ganti kerugian dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Daftar yang Sudah Dititipkan/Konsinyasi di Pengdilan Negeri Siak

Nama Pihak yang . . Penetapan Pengadilan Uang yang Alasan
Berhak Diajukanke PN Siak Nomor Dititipkan Penitipan
Hendra Eka tidak setuju
20 September 2016 2/Pdt.P/Kons/2017/PN.Siak 299.204.000 besaran nilai
Saputra UGK
Songti Br. Sitinjak 20 September 2016 3/Pdt.P/Kons/2017/PN.Siak 12.927.000 tidak setuju
besaran nilai UGK
tidak setuju
Edison Nainggolan 20 September 2016 4/Pdt.P/Kons/2017/PN.Siak 57.226.000 besaran nilai
UGK
Ramli Raia tidak setuju
! 20 September 2016 6/Pdt.P/Kons/2017/ PN.Siak 180.610.000 besaran nilai
Gukguk UGK
Saur Lumbangaol 20 September 2016 7/Pdt.P/Kons/2017/ PN.Siak 135.944.000 tidak sgtgju
besaran nilai UGK
JUMLAH 417.560.000

®Wwawancara dengan Bapak Abdul Kadir, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri
Siak dan Bapak Urusan Rambe, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Siakpadatanggal 17
Juni 2017.

bid.
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Ketua Pengadilan Negeri
Siak mengeluarkan Penetapan No-
mor  02/Pdt.P/KonsI20I7IPN.Siak
tanggal 21 April 2017 dan Surat
Penntah Nomor 02/Pdt. P/Kons/20 |
7IPN. Sak, memerintahkan Juru Si-
ta/Juru Sita Pengganti melakukan
penawaran kepada pihak yang ber-
hak, akan tetapi pihak yang berhak
tetap menolak besaran nilai ganti
rugi. Dan hasil penawaran yang te-
lah dilakukan oleh Juru SitalJuru
Sita Pengganti maka dibuatkanlah
berita acara sebagai laporan kepa-
da Ketua Pengadilan Negeri Siak.

Berdasarkan hal tersebut
maka dikeluarkanlah Penetapan
Nomor 02/Pdt. P/Kons/2017IPN.
Siak yang mengabulkan permoho-
nan pemohon untuk menitipkanl-
konsinyasi uang ganti kerugian pi-
hak yang berhak di Pengdilan Ne-
geri Siak. Berita acara penitipan
yang ditandatangani oleh Panitera
dengan instansi yang memerlukan
tanah dalam hal mi Jimmy Sianipar
selaku pihak yang mewakili Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (PUPR).

Setelah pelaksanaan pem-
berian ganti kerugian dan pelepa-
san hak telah dilaksanakan atau
pemberian ganti kerugian sudah
dititipkan di Pengadilan Negeri, ke-
pemilikan atau hak atas tanah dan
pihak yang berhak menjadi hapus
dan alat bukti haknya dinyatakan
tidak berlaku dan tanahnya menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh
negara.

Simpulan
1. Pelaksanaan pengadaan ta-
nah pembangunan jalan tol

Pekanbaru—Kandis—Dumai

berdasarkan Undang-Und-

ang Nomor 2 Tahun 2012

Saran

belum terwujud sebagaima-
na yang diharapkan khusus-
nya mengenai kesepakatan
bentuk dan besarnya nilai
ganti rugi antara instansi
pemerintah yang memerlu-
kan tanah dengan peme-
gang hak atas tanah. Pen-
gadaan tanah bagi pemban-
gunan untuk kepentingan
umum jalan tol Pekanbaru-
Kandis-Dumai mi menjadi
terhambat disebabkan pros-
es ganti rugi pengadaan ta-
nah. Negosiasi mengenai
bentuk dan besarnya nilai
ganti kerugian berlarut-larut
akibat tidak adanya titik te-
mu yang disepakati oleh pa-
ra pihak.

Mekanisme penyelesaian
hukum ketika pemilik hak
atas tanah menolak bentuk
dan besaran ganti rugi ber-
pedoman pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun
2012. Uang ganti kerugian
yang sudah dititipkan di
Pengadilan Negeri Siak ada
dua jenis, yakni 4 orang
yang menolak besaran nilai
ganti kerugian dan 1 orang
tidak diketahui keberadaan-
nya. Pada saat ganti keru-
gian sudah dititipkan di Pen-
gadilan Negeri sebagaimana
kepemilikan atau hak atas
tanah dan pihak yang ber-
hak menjadi hapus dan alat
bukti haknya dinyatakan ti-
dak berlaku dan tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh negara.
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1. Kepada pihak yang memiliki

hak atas tanah wajib mele-
paskan tanahnya pada saat
pelaksanaan pengadaan ta-
nah bagi pembangunan un-
tuk kepentingan umum. Pe-
nyelenggaraan pengadaan
tanah untuk kepentingan
umum harus memperhatikan
keseimbangan antara ke-
pentingan pembangunan
dan kepentingan masyara-
kat. Seharusnya pemerintah
mensosialisasikan  kepada
masyarakat bahwa masya-
rakat juga memiliki kewaji-
ban untuk melepaskan hak-
nya, yang memiliki hak atas
tanah wajib melepaskan ta-
nahnya pada saat pelaksa-
naan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepen-
tingan umum.

Pelepasan hak itu harus ada
pemberian ganti kerugian
atau putusan pengadilan
yang telah memperoleh ke-
kuatan hukum tetap. Dalam
rangkaian kegiatan yang di-
lakukan oleh Panitia Pelak-
sanan Pengadaan Tanah
(P2T) dan tahap perenca-
naan sampai dengan tahap
penyerahan hasil, wajib me-
libatkan masyarakat menjadi
unsur yang penting. Dalam
tahap persiapan pengadaan
tanah, hasil konsultasi publik
menentukan apakah lokasi
yang direncanakan bisa di-
eksekusi atau instansi harus
menentukan lokasi lain. Ka-
lau ada keberatan dan kon-
sultasi publik yang dilaku-
kan, harus ada konsultasi
publik ulang. Kalau kemu-

dian ada gugatan, jika dika-
bulkan pengadilan maka
pengadaan tanah tidak bisa
dilakukan di lokasi itu. Untuk
itu, P2T harus intens mem-
bangun komunikasi dengan
masyarakat yang tanahnya
terkena proyek pembangu-
nan untuk  kepentingan
umum.
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